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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk manganalisis kedudukan hukum Surat Edaran
Menteri ATR/KBPN tentang pemberian status Hak Guna Bangunan bagi
persekutuan komanditer. Berdasarkan kajian yang dilakukan Surat Edaran Menteri
ATR/KBPN tersebut menurut bentuknya adalah surat dinas berupa instruksi
kepada instansi vertikal di bawahnya yang berlaku mengikat sebagai peraturan
kebijakan bukan peraturan perundang-undangan. Surat edaran seharusnya hanya
berupa naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara
melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Akan tetapi,
materi/isi dari Surat Edaran Menteri ATR/KBPN No. 2/SE.HT.02.01/VI/2019
tersebut justru berisi norma layaknya peraturan perundang-undangan yang dapat
berimplikasi pada konflik norma dengan UUPA. Pengaturan yang demikian bukan
objek norma dari surat edaran yang seharusnya dibentuk semata-mata berdasarkan
kewenangan yang dimiliki Menteri ATR/KBPN. Oleh karena itu, surat edaran
tersebut seharusnya dapat dicabut atau dibatalkan.
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ABSTRACT

This research aims to examine the legal position of the Circular of the Minister of
ATR / KBPN on granting Building Use Rights status to limited partnership. Based
on a study conducted by the Circular of the Minister of ATR / KBPN, according to
its form, it is an official letter in the form of instructions to the vertical agencies
under it which are binding as policy regulations not statutory regulations.
Circular letters should only be in the form of official texts containing notifications,
explanations and / or instructions on how to carry out certain matters deemed
important and urgent. However, the material / content of the Circular of the
Minister of ATR / KBPN No. 2 / SE.HT.02.01 / VI / 2019, in fact, contains norms
like laws and regulations which may have implications for norm conflicts with
UUPA. Such regulation is not the object of the norm of a circular which should
have been established solely on the basis of the authority of the Minister of ATR /
KBPN. Therefore, the circular should be revoked or canceled.
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